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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tidak mempunyai aturan konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara tunai  atau dibolehkan secara mencicil. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 2015  dibenarkan pembayaran uang pengganti yang dibayar secara diangsur sampai lunas. Namun dampak dari dipraktikkannya mekanisme tersebut, akan membuat sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena ketidakpastian lunas tidaknya uang penggati tersebut, dan konsekuensi hukum terhadap terpidana yang membayar uang pengganti  dalam persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan secara luar biasa akan tetapi masih terdapat kendala menyangkut perampasan aset yang belum ada payung hukumnya, penyitaan asset, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sampai kepada tataran mengalirnya uang dan Persepsi Jaksa Eksekutor atas amar putusan Hakim 
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Pid.Sus/2024 terkait pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi adalah  terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti yang dikonversikan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum.
B. Saran
1. Diharapkan Pemerintah RI Bersama dengan DPR RI segera melakukan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dimasa yang akan datang tidak terjadi kekosongan norma hukum mengenai sanksi pengganti dan mencegah adanya celah bagi pelaku, sehingga secara langsung mencegah timbulnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, serta harus dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah sebaikanya segera membuat payung hukum melalui keberadaan UU Perampasan asset, Penyitaan dan audit harus dilakukan secara maksimal dan Jaksa eksekutor hendaknya secara sungguh-sungguh melaksanakan amar putusan hakim.
3. Sebaiknya hakim dalam merumuskan amar putusan tidak luput dalam mengingat aspek-aspek keadilan yang ada, bukan hanya pada diri terdakwa, tetapi juga pada negara, serta masyarakat. Hakim agar bertindak tegas serta melahirkan hukum yang seadil-adilnya baik bagi terdakwa, masyarakat, ataupun negara.
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